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Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro

Peran Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan

dalam Mewujudkan Access to Justice pada Rakyat Miskin165

A, Pendahuluan

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang harus
dihormati dan pemerintah telah menunaikan tugasnya untuk menvediakan wadah bagi
pemenuhan hak itn melalui pengundangan U No, 17 Tahun 2013 tentang Orpanisasi
Kemasyarakatan (Ormas). Undang-undang ini bukan sekadar pemenuhan hak asasi,
karena di dalamnya menuntut pada ormas tersebut untuk ikut berperan serta dalam
pembangungan bangsa dan mewujudkan mijuan negara. Nampaknya pemerintah ingin
agar ormas bukan sckadar tempat berkumpulnya orang dan kepentingan, akan tetapi
menuntut  pula agar mereka aktf dalam upayva meningkatkan Kesejahteraan
warganegara.

Salah satu permasalahan bangsa yvang sampai saat ini dan seterusnya - karena
keberadaannya memang selalu ada - adalah mengentaskan kemiskinan, Ormas
diharapkan memberikan sumbangan berharga pada program pemerintah ini. Salah satu
persoalan vang dihadapi oleh orang miskin adalah Kesulitan untuk mendapatkan access
to justice ketika mercka berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Kesulitan bukan
sekadar karena EKemiskinan mereka, akan tetapi lebih kepada pengelahuan atau
informasi vang kurang atau sukar diperoleh. Sudah terbukti dalam peradilan bahwa
rakyat miskin (the have not) selalu menjadi pihak yang kurang beruntung ketika
berhadapan dengan orang kava (the have) dalam peradilan. Kesulitan yvang dihadapi ini
sesungguhnya dapat dipecahkan apabila ada peran serta masyarakat (ormas) vang bisa

atau mampu memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

Pada tataran inilah sesungguhnva peran ormas dibutubkan. Undang-undang
keormasan juga mengamanatkan agar ormas melakukan pemberdayaan masvarakat
terutama rakyvat miskin agar mereka bisa dientaskan atau bisa memperolech access fo
Justice vang lavak dan sewajarnya. Makalah ini akan memhaha;; kondisi keormasan di
Jawa Tengah Ehususnya yvang berkaitan dengan peran dan strategi mereka dalam
meningkatkan access to justice pada rakyat miskin dan untuk menilai amanat undang-

A Artikel ini merupakan artikel hasil Penelitian Strategi Nasional 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Surat
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undang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya access to justice telah
dilaksanakan atau belum.

B. Permasalahan

Ada dua permasalahan yang dibahas pada makalah ini. Pertama, berkaitan dengan
kondisi dan strategi dari ormas dalam menyikapi dan menghadapi problem access to
Justice bagi rakyat miskin; dan kedua, membahas tentang faktor-faktor yang menjadi
penyebab tugas konstitusional ormas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat
khususnya program bantuan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penclitian hukum empiris. Sumber data utama dalam
penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah. Sasaran penelitian ini adalah
norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian  ditentukan  sccara
purposive yvang meliputi pengurus organisasi kemasyarakatan, advokat, dan penerima
bantuan hukum. Informan penelitian tidak bersifat limitatif karena menggunakan
prinsip bola salju (snowball principle). Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan
non interaktif, Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif,

D. Pembahasan
1. Access to Justice: Pengertian dan Manfaatmva bagi Rakyat Miskin dan Peradilan

Salah satu prinsip dalam negara hukum (rechtsstaat) vang keberadaan dan terutama
dalam praktiknya sering dipersoalkan adalah prinsip equality before the law. Prinsip ini
dalam Konslitusi (UUT) 1945) terdapat pada Pasal 27 ayat (1), dan membawa konsekuensi
bagi negara untuk memperlakukan setiap warganya secara sama tanpa diskriminasi.
Persoalan yang timbul adalah apabila antara orang vang berhadapan dengan hukum
tidak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, apakah negara akan
membiarkan Ketimpangan ini, ataukah “mengangkat” salah satu pihak untuk menjadi

“sederajat” dengan pihak lainnya.




Nampaknya pertanyaan tersebut sangat sederhana, terutama pada frase
mendudukan masing-masing pihak pada posisi yang sama atau sederajat. Di peradilan,
hal ini menjadi perspalan vang serius, karena sejak awal terutama bagi para tersangka
yvang memiliki status the have not akan selalu berada di bawah dan tertekan serta
terstigma dengan peran dan kedudukan vang melekat padanya, hal ini berbeda dengan
perlakuan peradilan terhadap mereka vang memiliki status sebagai the haves Galanter,
1974). Meski demikian, Indonesia bukan negara satu-satunya yang sering melanggar
prinsip equality before the law, bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai
negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih sering melanggar
prinsip ini (Rhode, 2004: 3).

Memperoleh keadilan atau akses kepada kKeadilan (access to justice) bagi rakyat
miskin selalu saja menjadi persoalan vang rumit. Sekali lagi dalam persoalan ini
dihadapkan pada suatu yang paradoksal, pada satu sisi negara menjamin
“pemeliharaan” atau “perlindungan” atas mereka (rakyat miskin) berdasar Pasal 34 ayart
{1) UUD 1945, akan tetapi pada sisi lainnva dijumpai kehidupan mereka yang matipun
enggan hiduppun segan. Dengan kata lain, kewajiban negara dalam menjalankan prinsip
equaliny before the law dan jaminan “pemeliharaan” kepada atau terhadap rakyat miskin
masih belum bisa dipenuhi secara maksimal, padahal prinsip equality before the law,
oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan
keadilan (Rhode, 2004: 5).

Apabila mengacu pada makna akses kepada keadilan dalam arti luas, maka
sesungguhnya makna terschut tidak hanya bertumpu pada keadilan dalam arti formal
yvang diperoleh atau dihasilkan dalam proses peradilan vyang secara resmi
diselenggarakan oleh negara, akan tetapi juga tertuju pada proses-proses yang sifatnya
informal, yang dilakukan oleh masyarakal, kepala adat, atau pejabat pemerintah.
Pemahaman ini mengacu kepada keberadaan bangsa Indopesia yang masih mengakui
adanya proses-proses hukum di luar peradilan (non litigasi) baik melalui sarana mediasi,
negosiasi, rekonsiliasi dan lain-lain; juga karena masih diakuinya oleh negara adanya
hukum lain di luar hukum negara vang berarti pengakuan adanva pluralisme hukum
(UNDP, 2007 World Bank, 2004: 2008; Stephens, 2003: 213-257; Berenschot dan Bedner,
2011: 3-25) .

Apabila diacu lebih lanjut mengenai definisi access to justice ini, maka akan
semakin luas ruang lingkupnya. UNDP berpendapat bahwa akses terbadap keadilan
adalah kemampuan seseorang (atau masyarakal) untuk mencari dan mendapatkan solusi
melalui lembaga keadilan formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi
manusia (UNDP, 2005: 5; Bedner dan Vel, 2012: §5). Kemudian, Bedner dan Vel (2012: 87-
S8) juga mengajukan scbuah definisi akses depgan unsur-unsur yang meliputic
perorangan atau kelompok, terutama yang miskin dan terpinggirkan; mengalami
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Lketidakadilan; memiliki kemampuan; untuk membuat keluhan mereka didengarkan; dan
memperoleh penanganan yang layak terhadap keluhan mercka; oleh lembaga negara
atau non negara; yang menghasilkan pemulihan dari ketidakadilan vang dialami;
berdasarkan prinsip atau aturan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat; dan
sesuai dengan konsep negara hukum.

Berdasarkan definisi tersebut, Bedner berpendapat bahwa akses terhadap
keadilan mengacu pada kemampuan orang - khususnya yang miskin dan kurang
beruntung - untuk mendapatkan perawatan yang tepat dari keluhan mereka dengan
lembaga negara atau non-negara, yang mengarah ke ganti rugi sesuai dengan standar
hak asasi manusia, Berdasar hal tersebut, definisi akses terhadap keadilan berkaitan crat
dengan istilah “pemberdayaan hukum”. Berkaitan dengan istilah access to justice dan
legal empowerment, Berenschot dan Bedner berpendapat bahwa, “Original the ¢emphasis
of the two terms was different: the activities grouped under the term legal
empowerment’ focused on enhancing the capacities of individuals to make use of legal
systems (“to increase the control that disadvantaged populations exercise over their
life”), while the term access to justice emphasised the need for systemic changes (in
terms of the functioning of legal institutions and overcoming social incqualities) to allow
individuals to successfully invoke the law” (Berenschot dan Bedner, 2011: 10).

Rankin membedakan akses terhadap keadilan sebagal konsepsi formal dan
cubtantif. Konsepsi formal merujuk akses terhadap keadilan sehagal “kemampuan
setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta
tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari
profesional yang berkualitas. Dalam artian ini akses terhadap keadilan lebih berfokus
kepada kondisi vang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara,
serta ketersediaan pengacara (Rankin, 2012: 101-138). Konsepsi substantif lebih
berfokus kepada kemampuan scorang untuk dapat memperoleh keadilan substantive
atau vang merujuk kepada hasil substantive dari keadilan hukum. Konsep ini
sebenarnya lebih menantang konsep akses terhadap keadilan agar juga diartikan scbagai
kemampuan setiap orang untuk dapat mengakses “hukum” (Conklin, 2001: 29-298).

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar
dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum scharusnya dapat diakses oleh
semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan
ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua Kalangan, baik secara individual
maupun kelompok. 1de dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk
mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam
konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses
di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan

prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi seliap




warganegara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami,
menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal
maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif,
agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya
sendiri (Bappenas, 2009: 5).

Apabila mengacu pada definisi di atas, ruang lingkup access terhadap keadilan
memang sangat luas, dan karena alasan tertentu, artikel ini hanya akan membatasi pada
salah satu aspek dari access to justice, yaitu bantuan hukum. Hak memperoleh
pembelaan dari scorang advokat (access to legal counsel) adalah hak asasi setiap orang
da merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang, Oleh
karena itu, tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk
memperoleh  pembelaan  dari  seorang  advokat. Pembelaan dilakukan tanpa
memperhatikan latar belakang individu vang bersangkutan, seperti agama, keturunan,
ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender (Winarta,
2009: 1-2; 2011: 101).

Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya
dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin melalui pembuatan UU
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberi kewajiban kepada advokat untu
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan vang tidak
mampu dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum vang diikuti dengan
dilakukannya akreditasi terhadap lembaga vang akan menerima dana bantuan hukum
dari pemerintah. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi meski dalam
beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan access to justice ini dalam
implementasinya meliputi tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan
menggunakan institusi  peradilan; kedua, adanyva jaminan ketersediaan sarana
pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan ketiga, adanya
metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap
keadilan (Widiana, 2011: 2).

2. Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan sebagai Wadah Perjuangan Kolektif

Pasal 28 J ayat (2) UUD) 1945 telah menentukan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan
kebebasannya secara individu mauun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak
asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-
undang dengan maksud semata-mata untk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntulan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
masyarakat demokratis. Keinginan untuk mewujudkan hak asasi dapat dilakukan secara
individual secara mandiri ataupun bersama-sama atau kolektif. Apabila keinginan
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mewujudkan hak asasi itu dilakukan secara kolektif, maka diburuhkan wadah, vang
discbut organisasi. Organisasi sebagai suatu unit sosial vang berupa wadah suatu
kelompok atau beberapa kelompok orang muma melakukan kegiatan yang
terorganisasikan, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan peranan
atas anggota-anggotanya serta menetapkan hubungan antara peranan vang dibentuk
secara terstruktur dalam mencapai tujuan (Ruwiyanto, 1998: 27: Hidavart, 2008: 8).

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk olch masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, Kepentingan, kegiatan, dan lujuan untuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Urganisasi sosial kemasyarakatan
merupakan organisasi sosial (non-profit), yang dibentuk oleh masyarakat (warga) secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan, untuk
berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam
kenyataannya, organisasi kemasyarakatan di Indonesia muncul dalam beberapa bentuk:
organisasi politik, orgnaisasi ekonomi, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan
(Hidayar, 2008: 8-9).

Organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan menempoti posisi yang khas
dibandingkan dengan organisasi umumnya. Pertama, bahwa secara khusus ormas
keagamaan dibentuk bukan untuk mencari keuntungan apalagi yang bersifat material
finansial; kedua, bahwa organisasi sosial keagamaan berada di luar wilayah organisasi
pemerintah; ketiga, bahwa dalam kegiatannva ia lebih memusatkan sasarannva pada
kepentingan anggota (masyarakat); dan keempat, keanggotaannya bersifat masif (Efzioni,
1982: 3).

Secara umum, fungsi organisasi dapat dilihat dari tujuan vang ingin dicapai dari
organisasi tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013, Ormas
memiliki tujuan untuk: meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakar;
memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika,
dan budaya yang hidup dalam masyarakal; melestarikan sumber dava alam dan
lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong rovong, dan roleransi
dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebur,
maka sesuai Pasal 6, Ormas berfungsi sebagai sarana untuk: penvalur kegiatan sesuai
dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi: pembinaan dan pengembangan
anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi penvalur aspirasi masvarakat;
pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial: partisipasi masyarakat untuk

memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau




pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh ormas adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan anggotanya, fidak hanya terbatas pada kesejahteraan finansial, akan
tetapi juga aspek lain yang menjadi fokus kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang
bersifat makro tersebut, maka organisasi sosial keagamaan menjadikan beberapa faktor
schagai proses sekaligus jangkauan gerakannya untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat  yang  bersifat  makro. Pada  praktiknya, organisas = sosial
kemasyarakatan/keagamaan (di Indonesia khususnya) pada umumnya menjadikan
seluruh domain (ekonomi, sosial, budaya, dan schagainya) sebagai satu kesatuan yang
tak terpisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan ilu dan sekaligus dijadikan sebagai
misi organisasi (Hidayat, 2008: 9).

Berdasar penjelasan di atas, ormas memiliki dua tujuan, yaitu tujuan internal
berupa meningkatkan kesejahteraan anggota, dan tujuan cksternal berupa membantu
pemerintah atau negara dalam mewujudkan tujuan negara. Banyak ormas yang berkutat
pada tujuan internalnya dan melupakan tujuan eksternalnya meski pada akhirnya kedua
tujuan tersebut tak bisa tercapai secara maksimal, akan tetapi ada juga yang
menitikberatkan salah satu tujuan dengan mengabaikan tujuan yvang lain, bahkan ada
vang tidak mewujudkan dua-duanya karena disibukkan dengan konflik internal. Olch
karena itu bagi ormas, perlu dilakukan reorientasi setiap saat terhadap tujuan pendirian
ormas tersebut agar apa yvang dicita-citakan menjadi kenyalaan.

3. Pemberdayvaan Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan Guna Mewujudkan Access to
Justice bagi Rakyat Miskin

Ada dua kata yang menarik dari pembahasan lentang access fo justice dan organisasi
kemasyarakatan, yaitu pemberdayaan hukum (legal empowerment) dan pemberdayaan
masyarakat sebagai salah satu fungsi ormas yang dilakukan untuk mencapai tujuan
ormas, yaitu memberikan pelayvanan kepada masyarakat. Untuk itu, pada bagian ini akan
dibahas terlebih dabulu mengenai apa itu pemberdayaan. Pada awal kelahirannya,
konsep pemberdayaan  berlujuan  untuk  menemukan  alternatif  baru  dalam
pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan dengan demikian merupakan
depowerment dari sistem kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep pemberdayaan
menggantikannya dengan sebuah sistem baru, yang memberikan perhatian penting pada
gagasan manusia dan kemanusiaan (humanisme), vang memiliki kesamaan dengan apa
vang diajukan aliran fenomenologi, personalisme, dan cksistensialisme. Aliran-aliran ini
menolak segala bentuk kekuasaan yang bermuara pada dehumanisasi atas eksistensi

manusia, demikian juga dengan aliran neomarxis, freudianisme dan lainnya yang
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menggungat dehumanisasi yang dihasilkan oleh kapitalisme, industrialisasi dan
teknologi (Hikmat, 2001: 2; Prasojo, 2004).

Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang
kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi
modal dasar aktualitasasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah salu kebutuhan
mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu
semata, tetapi juga kolektif (Hikmat, 2001). Menurut Shardlow, pemberdayaan pada
intinya adalah upaya agar bagaimana individu, kelompok arau komunitas berusaha
mengontrol kehidupan mercka sendiri, serta mengusahakan untuk membentuk masa
depan sesuai dengan keinginan mereka {Mahindrawaty et.al, 2001: 42).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek eckonomi. Ada
berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya, ekologi dan spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing
pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang
menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat
dipadukan dan saling melengkapi (Ife, 1995: 132: Adi, 2002: 163-165; dan Prasojo,
2004). Mengingat pemberdayaan merupakan suatu proses, strategi vang digunakan pun
lebih mengutamakan proses daripada hasil. Menurut Ife, terdapat tiga strategi dalam
pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial politik,
pendidikan dan penyadaran (Ife, 1995: 63-G4; Prasojo, 2004). Berdasar pengertian
tersebut, dapat dikatakan bahwa elemen penting dari pemberdayaan adalah partisipasi.
Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing
oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses {lembaga dan
mekanisme) di mana mereka dapat mencgaskan kontrol secara efektil (Prasojo, 2004: 5}

Berkaitan dengan konsep kedua, vaitu pelayanan masyarakat atau pelavanan
sosial, maka sesungguhnya pelayanan sosial seringkali diidentikkan dengan pelayanan
kesejahteraan sosial yang diberikan kepada kelompok yang kurang beruntung, tertekan,
dan rentan. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang selalu dihubungkan
dengan cita-cita negara Kesejahteraan. Pada konsep ini, bantuan hukum merupakan
salah satu program peningkatan Kesejahteraan rakyat di bidang sosial, politik, dan
hukum. Pada taraf ini kemudian muncul konsep tentang bantuan hukum kesejahteraan
(hdgk. Lev, 1990).

Pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi dan
mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh
barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk
mencapai tingkat kesejahteraan. Inilah yang menjadi salah satu fokus dalam diskursus
teori kesejahteraan yang mengangkat persoalan bagaimana mengerjakan ketiga keglatan
besar itu dan apa dampaknya bagi individu dan masyarakat (Fitzpatrick, 2001: 4).
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Pelayanan sosial dalam praktiknya berkembang dari pelayvanan sosial yvang lebih
menckankan aspek distribusi, vaitu pemberian bantuan kepada kelompok rentan secara
sepihak (Adi, 2005: 128-137), sckarang meluas ke aktivitas penguatan Kapasitas atau
pemberdayaan masvarakat. Di sini kelompok sasaran pelayanan sosial tidak diposisikan
sebagai pihak penerima bantuan semata dan sifat bantuan tidak lagi karitatif, melainkan
juga sebagai pengelola dan perencana pengembangan dan pemberdayaan (empowering),
dalam arti bahwa mereka mampu mandiri (Lunt, 2009: 6-7), Pendekatan yvang digunakan
dalam pelayvanan sosial seperti ini adalah pemberdavaan yvang menekankan otonomi,
kemandirian, partisipasi, dan penguatan potensi (Mulvanto dalam Sunartiningsih (ed),
2004: 22: Damanik, 2001: 3-4).

kKetika pelayanan sosial masih menempatkan negara sebagai sinterklas dengan
keterbatasan anggaran belanja, dan masih lemahnya pendekatan pemberdayaan
masyarakat, maka schenarnya ini merupakan peluang vang strategis bagi swasta dan
organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan program-program pelayanan sosial
yvang lehih progresif. Tuntutan eksternal dan dorongan internal terhadap sektor privat
uniuk hadir schagai salah satu pilar produsen pelayanan sosial bukan tanpa alasan logis,
karena tuntutan semangat pluralisme kesejahteraan (welfare pluralism) vang didorong
olelh keterbatasan kemampuan negara di dalam memproduksi pelayanan sosial vang
semakin kompleks di sata sisi (McKeen, 2006G: 860-870).

Berdasar pada penelitian yvang telah dilakukan di Jawa Tengah, diperoleh data
umum sebagai berikut. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari data vyang
diperoleh berkaitan dengan aktivitas ormas dalam pemberian bantuan hukum (Raharjo
dkk, 2015: 45-80), vaitu:

a. (Organisasi politik pada umumnya tidak memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
yang menyatu dengan struktur organisasi Kepartaian. Mereka “menganggap”
memiliki LBH yang didirikan oleh orang-orang partai vang secara kebetulan
berprofesi sebagai advokat. Jumlah advokat yang tergabung dalam LEH ini
bervariasi, antara 3-6G orang. Semua LBH vang bernaung di bawah partai ini pada
umumnyva bertujuan untuk memberikan advokasi kepada anggota partai yang
hermasalah dengan hukum, dan program untuk rakyat miskin hanva merupakan
salah satunvya saja, bukan program utama dari pendirian LEH ini. Apabila ada klien
rakvat miskin, mereka akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, meski
untuk folocopy atau transportasi mereka tidak menolak apabila klien memberikan.
LEH seperti ini biasanva bersifat pasif, menunggu klien datang dan tidak berinisiatif
untuk aktil mencari kKlien. Sumber keungan dari LBIT ini tidak dari partai, akan
tetapi dari anggota LEH dan donatur. Oleh Kkarena LEH ini sebenarmya lebih bersifat
“pelengkap” dalam kepartaian yang berada di luar struktur, maka sebagian besar

tidak atau belum terakreditasi (bahkan beberapa partai berpendapat tidak ada
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niatan untuk terakreditasi), schingga tidak bisa mengakses dana bantuan hukum
oleh pemerintah.

b. Organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadivah, ataupun vang berada di bawah
pengelolaan kepengurusan tempat ibadah, semacam Gereja atau Keuskupan,
kondisinya lebih bervariasi. Ormag yang telah mapan pada umumnya telah memiliki
LEH dengan sumber pembiayaan dan telah dianggarkan dari ormag tersebut.
Advokat vang menggerakkan LBH merupakan orang ormag dan tidak digaji.
Beberapa ormag belum mempunyai LBH dan saat ini masih merintis pendiriannya.
Tujuan pendirian LEH selain untuk membantu anggota ormag tersebut apabila ada
yang bermasalah dengan hukum, juga membantu rakyat miskin vang membutuhkan
bantuan. Ada misi lain dari pemberian layanan bantuan hukum bagi rakyat miskin
pada LBH yang hernaung di bawah ormag, vaitu syiar atau dakwah. Berbeda dengan
1BH pada organisasi politik, LBH pada ormag ini sebagian sudah terakreditasi. Sifat
IBH dari ormag ini cukup aktif, terutama disosialisasikan lewat pertemuan
keagamaan.

¢. Organisasi Kemasyarakatan vang tidak tergolong ke organisasi politik atau
keagamaan, pada umumnya tidak memiliki program terhadap masyarakat miskin,
baik dalam kerangka pengentasan kemiskinan maupun program lain termasuk
bantuan hukum. Organisasi kemasyarakatan jenis ketiga ini lebih berorientasi ke
dalam, membangun organisasi dan hanya dalam kegiatan yang sifatnya insidentil
menjadikan rakyvat miskin sebagai sasaran kegiatannya. Oleh karena itu, jenis ketiga
ini jelas tidak memiliki LBH sendiri. Termasuk golongan ketiga ini adalah organisasi
kepemudaan maupun organisasi yvang berisi kumpulan orang-orang vang sccara
ekonomis memiliki kemampuan lebih, cenderung tertutup, sukar untuk dimasuki
orang lain vang tidak memiliki rekomendasi dari anggota organisasi untuk
memperoleh ijin masuk atau sekadar mencari informasi.

Apabila mengacu kepada makna vang terkandung dari kata pemberdayaan, maka
terdapat dua pihak yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Perlama (dalam
hal ini adalah organisasi kemasyarakatan) adalah pihak yang memberikan motivasi,
bantuan atau pengetahuan dengan tujuan untuk mendorong pihak kedua (individu atau
kolektif) untuk bangkit dan kemudian mampu memiliki kekuatan - baik kekuatan yang
diberikan oleh pihak pertama dalam arti materiil i:uaupun non materiil maupun
kekuatan yang ditumbuhkan dari aktivitas pihak pertama sebagai modal dasar
mengakutalisasikan diri. Pihak pertama dapat membantu atau mendorong pihak hedua

untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, berusaha

mengontrol kehidupan mercka untuk membentuk masa depan sesuai keinginanmya.




Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan
(power) pada yang tidak berpunya (powerless).

Berdasar keteniuan Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013, ditentukan bahwa ormas
memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat,
memberikan pelayvanan kepada masyarakat dan tujuan yang lebih besar adalah
mewujudkan tujuan nepara. Dengan mendasarkan pada hal tersebut sesunggunya ormas
memiliki tanggung jawab untuk mampu mengentaskan Kemiskinan yang ada dalam
masvarakat melalui pemberdayaan masyarakat (Pasal ). Oleh karena itu, ormas sudah
scharusnya memiliki tujuan jangka panjang maupun jangka pendck yang berkaitan
dengan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, terutama
pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ormas - baik golongan pertama, kedua,
maupun ketiga - tidak memiliki program yang lerencana dan sistematis dalam upaya
mengentaskan kemiskinan. Program pemberdayaan yang sesungguhnya diamanatkan
oleh undang-undang ormas, scjauh ini tidak ditindaklanjuti dengan program yang jelas
dan berkesinambungan. Dengan kata lain, ormas lebih banyak berkutat dalam mencapai
tujuan internalnya, dan cenderung mengabaikan tujuan eksernal yang berkaitan dengan
rakyat miskin.

Berkaitan dengan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi warga dalam kerangka access to justice bagi rakyat miskin, khususnya
bantuan hukum bagi rakyat miskin, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tampaknya, ormas
golongan pertama sampai ketiga, tidak menjadikan prioritas utama dalam peningkatan
access to justice bagi rakyat miskin. Indikator yang dapat diberikan berkaitan dengan
penilaian ini adalah sebagai berikut. Pertama, tidak ada program yang jelas - entah
dalam kerangka pemberdayaan ataupun program ormas yang lain - mengenal access to
Jjustice bagi rakyat miskin. Hal ini bisa dilihat dari kerangka atau struktur keorganisasian
vang tidak menempatkan LBH sebagai bagian organisasi secara keseluruhan.

Kedua, kemauan untuk mendirikan LBH - bagi ormas vang merasa memiliki LEH
meskipun secara struktur keorganisasian tidak termasuk di dalamnya - bukan berasal
dari keputusan organisasi, akan tetapi dari sekelompok orang dalam organisasi yang
secara kebetulan berprofesi sebagai advokat. Pendirian ini pun tidak menjadikan rakyat
miskin schagai sasaran utama pendampingan atau pemberian bantuan, akan tetapi lebih
kepada pelayvanan kepada anggota ormas yang tersangkut atau terlibat dalam perkara
hukum.

Ketiga, ormas yang tidak memiliki [BH - Khususnya golongan ketiga - tidak

memiliki program dalam pendampingan dan pemberian bantuan bagi rakyal miskin agar
dapat mengakses keadilan. Apabila mengacu pada pengertian access te justice maupun

pemberdayaan ita sendiri, tidak ada program dari ormas untuk meningkatkan access to

Halamans l ]_




Justive. Dengan kata lain, dalam tataran program maupun praktik, access to justice bukan
sasaran pemberdayaan ormas. Keempat, ormas vang “merasa” memiliki LBH sebagian
tidak berniat atau berkeinginan untuk mengajukan akreditasi sebagai salah satu syarat
untuk dapat mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah, padahal LBH semacam
ini tidak mendapat dana dari ormas itu sendiri. Pemberian dana bantuan hukum bagi
ILEH terakreditasi oleh pemerintah adalah dimaksudkan agar IBH itu memberikan
bantuan hukum pada rakyat miskin dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Kondisi vang demikian diperparah dengan adanya kenyatan bahwa ormas tidak
melakukan upaya secara proaktif untuk melakukan penjaringan atau promosi yang
memudahkan masyarakat miskin mengakses bantuan hukum yang ditawarkan oleh LEH
ormas. Berdasarkan data yvang diperolch dengan bersumber pada orang miskin yang
berhadapan dengan hukum di Semarang, Banyumas, Blora, Solo dan Pekalongan (Raharjo
dkk, 2015: 45-80), tidak dijumpai satupun dari mereka yvang memperoleh bantuan
hukum dari LBH vang disokong oleh ormas. Mereka lebih banyak mendapat bantuan
hukum dari LBH lain vang mandiri dan tidak disokong atau bernaung di bawah ormas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa IBH yang disokong atau bernaung di bawah
ormas tidak melakukan upayva promosi dan peningkatan pelayanan sosial yang
scharusnya sebagaimana layvaknya LBH yang memang memprioritaskan rakyat miskin
sehagai sasaran. Apabila mengacu pada konsep pelayanan sosial yvang menekankan
aspek  distribusi berupa pemberian bantuan  kepada kelompok rentan, maka
sesungguhnyva peran ormas vang dalam undang-undang keormasan juga diamanatkan

adanya pelayanan sosial terutama dalam access te justice, telah gagal dilaksanakan.

Berdasar pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ormas di Jawa
Tengah belum memprioritaskan pengentasan Kemiskinan - Khususnva access to justice
schagai agenda besar dalam kegiatan mereka. Program pemberdavaan lebih mengarah
kepada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial lainnva. Bidang hukum dianggap Kurang
seksi atau tidak menarik untuk dijadikan sebagai program unggulan yvang dapat menarik
simpali orang miskin kepada ormas tertentiu. Pemerintah perlu melakukan langkah agar
rakyal miskin tidak menjadi semakin miskin apabila berhadapan dengan hukum, arau
tidak menjadi objek dari mereka “the have” dalam proses peradilan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan heberapa hal. Pertama, tidak ada
program vang berkesinambungan dari ormas dalam upava mengentaskan kemiskinan
lerulama program access to justice khususnya bantuan hukum. Program access to justice
masih menjadi wilavah yang belum terjamah oleh ormas. Kedua, perlu adanva kontrol

dari pemerintab dan masvarakat agar ormas bisa lebih memiliki dava dan perhatian

kepada rakyal miskin terutama vang berhadapan atau bermasalah dengan hukum.
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